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Jawaban Berupa Makalah untuk menjawab masing-masing pertanyaan : 

 

1. Mengapa prinsip 5W + 1H + 1S penting dalam proses legal audit aset, dan bagaimana 
penerapannya dapat meningkatkan efektivitas audit ? 

2. Mengapa sengketa tanah sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi 
seperti UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997? 

3. Dalam pengelolaan aset publik, apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam 
menjaga legalitas asetnya? Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
tantangan tersebut? 

Dijawab dengan Masing-masing makalah berjudul : 

 

1. Penerapan Prinsip 5W + 1H + 1S dalam Legal Audit Aset: Upaya Mitigasi Sengketa 
Hukum dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

2. Pengamanan Legal Aset Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 guna Mencegah 
Klaim Sepihak dan Sengketa Kepemilikan 

3. Tantangan dan Strategi Preservasi Legalitas Aset dalam Kerangka Pengelolaan Aset 
Publik
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Penerapan Prinsip 5W + 1H + 1S dalam Legal Audit Aset: Upaya Mitigasi Sengketa 
Hukum dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan  

A. Pendahuluan 

Pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sangat penting 
untuk mendukung pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul 
tantangan besar seperti risiko kehilangan, penyalahgunaan, dan sengketa hukum yang 
berkepanjangan. Salah satu sengketa aset publik yang paling sering ditemukan di 
Indonesia adalah sengketa tanah. Sengketa ini terjadi berulang kali meskipun ada aturan 
yang kuat seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kondisi ini 
menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan tanah dan aset negara. 
Faktor kelembagaan, hukum, dinamika sosial-politik, serta lemahnya pembuktian status 
kepemilikan yang sah ikut berpengaruh. 

Untuk mengatasi berbagai masalah hukum dan mengurangi risiko klaim atau 
penyerobotan aset oleh pihak ketiga, pemerintah perlu melakukan penertiban 
administrasi dan hukum melalui proses audit hukum aset. Audit hukum aset menjadi alat 
penting untuk memastikan sejauh mana kepatuhan, mengidentifikasi status penguasaan 
yang bermasalah, dan memberikan perlindungan maksimal terhadap kekayaan negara. 
Namun, kompleksitas bentuk aset modern, perubahan regulasi yang cepat, dan 
keterbatasan metodologi audit konvensional sering menghambat efektivitas proses 
pengamanan aset negara di lapangan. Hal ini berisiko menciptakan celah hukum. 

Untuk mengatasi kelemahan dalam metodologi audit konvensional, prinsip 5W + 1H + 1S 
(What, Where, Why, When, Who, How, dan Show) muncul sebagai pendekatan yang lebih 
lengkap dalam pelaksanaan audit hukum aset. Prinsip ini memberikan kerangka kerja 
yang sistematis dengan mewajibkan auditor untuk menjawab pertanyaan dasar terkait 
identitas aset, lokasi, latar belakang pengujian, kronologi waktu, penanggung jawab, dan 
prosedur audit secara rinci. Selain itu, kerangka ini diperkuat oleh elemen penyajian bukti 
nyata atau Show, yang menuntut adanya dokumen dan bukti konkret. Kelengkapan bukti 
yang valid dalam kerangka ini sangat penting untuk memperkecil risiko perselisihan, 
memastikan validitas kepemilikan, dan mengurangi sengketa hukum. Pada akhirnya, hal 
ini dapat meningkatkan efektivitas pengamanan kekayaan negara secara menyeluruh dan 
terstruktur. 

 

B. Fokus Makalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan, 
terlihat jelas bahwa kelemahan dalam membuktikan status kepemilikan dan 
keterbatasan metode audit biasa menjadi penyebab utama kerentanan aset negara 
terhadap sengketa hukum. Oleh karena itu, makalah ini akan fokus membahas 
pendekatan alternatif yang lebih terstruktur, sistematis, dan lengkap dalam 
melaksanakan audit hukum aset, yaitu kerangka kerja 5W + 1H + 1S (What, Where, Why, 
When, Who, How, dan Show). 

Secara spesifik, makalah ini bertujuan untuk membedah, menganalisis, dan menjawab 
pertanyaan penting berikut: Mengapa prinsip 5W + 1H + 1S penting dalam proses audit 
hukum aset, dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan efektivitas audit? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, makalah ini akan menjelaskan fungsi dari masing-
masing elemen 5W + 1H dalam menganalisis masalah hukum suatu aset secara 
mendetail. Lebih lanjut, pembahasan akan sangat menyoroti peran penting elemen 
"Show" (pembuktian) yang secara mutlak membutuhkan penyajian dokumen dan bukti 
konkret yang telah diverifikasi di lapangan. Makalah ini akan menggambarkan bahwa 
penerapan pendekatan 5W + 1H + 1S bukan hanya pelengkap langkah administratif, 
tetapi juga strategi untuk mengurangi sengketa hukum yang sangat diperlukan untuk 
memperkuat kepastian hukum, menutup celah penyerobotan, dan melindungi kekayaan 
negara secara efektif. 

C. Pembahasan  

Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) bukan hanya 
soal pencatatan administratif, tetapi juga bergantung pada seberapa baik perlindungan 
hukum yang ada untuk aset ini. Untuk menjawab bagaimana kerangka 5W + 1H + 1S 
dapat mengatasi kelemahan audit hukum dan meningkatkan efektivitas pengamanan 
kekayaan negara, pembahasan ini akan menjelaskan langkah demi langkah mulai dari 
urgensi audit hukum itu sendiri, rincian kerangka 5W + 1H + 1S, hingga peran penting 
bukti dalam mengatasi kerentanan aset pemerintah. 

C.1 Konsep Dasar dan Urgensi Legal Audit Aset dalam Pemerintahan 

Dalam siklus manajemen aset publik, legal audit memainkan peran penting sebagai 
garis pertahanan utama dalam pengamanan dan pengendalian kekayaan negara. Secara 
konseptual, legal audit merupakan salah satu bagian krusial dalam manajemen aset 
yang fokus pada pencatatan status kepemilikan aset, evaluasi sistem dan prosedur 
penguasaan atau pengalihan aset, serta pengidentifikasian awal untuk memetakan 
masalah hukum yang terkait dengan suatu aset. Proses audit ini dirancang khusus untuk 
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merumuskan strategi dalam mengatasi berbagai masalah hukum yang sering muncul 
dalam penguasaan atau pemindahtanganan aset milik pemerintah. 

Pelaksanaan legal audit sangat diperlukan di sektor publik, mengingat tingginya 
kompleksitas dan masalah hukum yang ada. Masalah hukum yang paling sering dihadapi 
antara lain adalah lemahnya status hak kepemilikan secara hukum, seperti ketiadaan 
sertifikat, aset pemerintah yang secara de facto dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak 
ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, dan proses pemindahtanganan aset yang tidak 
terpantau dengan baik. 

Oleh karena itu, legal audit berfungsi sebagai tindakan pencegahan dan perbaikan untuk 
menata barang milik negara atau daerah secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik, 
administrasi, maupun hukum. Penataan melalui audit hukum ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa aset pemerintah dapat dipertahankan, digunakan, dan 
dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan publik, serta terhindar dari risiko 
penyerobotan, pengambilalihan paksa, atau klaim sepihak dari pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Tanpa proses legal audit yang kuat, instansi pemerintah akan terus 
berada dalam posisi rentan ketika menghadapi gugatan sengketa kepemilikan dari pihak 
luar. 

C.2 Rincian Kerangka Kerja 5W + 1H + 1S dalam Pelaksanaan Legal Audit Aset   

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan kompleksitas permasalahan hukum yang telah 
dijelaskan, pelaksanaan audit hukum tidak bisa hanya bergantung pada pemeriksaan 
dokumen secara santai. Diperlukan kerangka kerja yang sistematis agar tidak ada aspek 
legalitas aset yang terlewat. Di sini, penerapan prinsip 5W + 1H + 1S (What, Where, Why, 
When, Who, How, dan Show) memberikan alat investigasi yang sangat terstruktur.   

Penerapan prinsip ini memaksa auditor untuk menganalisis anatomi suatu aset publik 
melalui serangkaian pertanyaan dasar berikut:   

• What (Apa): Elemen ini berfungsi untuk mengidentifikasi objek secara spesifik. 
Auditor harus menentukan jenis aset, batasan fisik, nilai aset, dan status hukum 
saat ini dari aset yang sedang diaudit.   

• Where (Di mana): Elemen ini memetakan kejelasan lokasi. Auditor menetapkan 
letak pasti dari aset secara fisik di lapangan serta administrasi tempat dokumen 
dan sistem pencatatan kepemilikan aset disimpan.   

• Why (Mengapa): Elemen ini menjelaskan alasan atau latar belakang dilakukannya 
audit hukum. Ini penting untuk menentukan arah audit, apakah dilakukan karena 
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indikasi penyimpangan, konflik klaim dengan pihak ketiga, atau sebagai bentuk 
pemenuhan kebutuhan regulasi secara berkala.   

• When (Kapan): Elemen ini menetapkan kerangka waktu operasional dan historis. 
Selain menentukan kapan audit dilakukan, elemen ini digunakan untuk 
menelusuri kronologi sejarah kepemilikan, waktu perolehan, hingga kapan 
terjadinya perubahan atau pemindahtanganan aset.   

• Who (Siapa): Elemen ini mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki keterikatan 
hukum dengan aset. Auditor memetakan siapa yang bertindak sebagai pengelola 
barang, siapa pengguna barang, dan siapa pihak ketiga yang mungkin secara 
nyata menguasai aset di lapangan.   

• How (Bagaimana): Elemen ini menjelaskan metodologi dan prosedur kerja di 
lapangan. Ini mencakup bagaimana teknik pemeriksaan fisik dilakukan, 
bagaimana proses verifikasi data dijalankan, dan bagaimana pengujian tingkat 
kepatuhan aset terhadap regulasi yang berlaku.   

Setelah keenam elemen investigasi di atas (5W + 1H) terjawab, elemen yang paling 
penting untuk validitas audit hukum adalah elemen ketujuh, yaitu Show 
(Tunjukkan/Pembuktian).   

Elemen "Show" mewajibkan auditor untuk tidak hanya membuat narasi analitis, tetapi 
juga harus menyajikan bukti nyata atau dokumen konkret untuk mendukung jawaban 
dari keenam elemen sebelumnya. Dalam sengketa tanah, misalnya, elemen Show 
menuntut diperlihatkannya dokumen legal seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna 
Bangunan (HGB), Berita Acara Serah Terima (BAST), atau dokumen kontrak perolehan 
aset yang sah secara hukum. Kelengkapan dan keandalan bukti ini akan menjadi 
pelindung utama aset dari potensi gugatan pihak luar.   

Secara keseluruhan, integrasi antara proses investigasi (5W + 1H) dan validasi dokumen 
(Show) akan menghasilkan pemetaan masalah hukum yang sangat tepat. Dengan 
demikian, pemerintah dapat merumuskan strategi penanganan sengketa yang berbasis 
pada bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi administratif. 

C.3 Peran 5W + 1H + 1S dalam Memitigasi Sengketa dan Meningkatkan Efektivitas 
Pengelolaan Aset   

Penerapan prinsip 5W + 1H + 1S terbukti tidak hanya merapikan data, tetapi juga menjadi 
strategi pertahanan yang kuat untuk mengamankan Barang Milik Negara/Daerah 
(BMN/BMD). Dalam praktiknya, efektivitas audit hukum akan meningkat tajam karena 
kerangka ini menutup celah bagi kelemahan administratif yang sering dimanfaatkan oleh 
pihak ketiga untuk mengajukan gugatan atau menyerobot lahan pemerintah.   
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Pertama, melalui identifikasi yang mendetail dari elemen 5W + 1H, auditor dapat 
memetakan akar dan potensi masalah hukum sejak awal. Misalnya, mereka bisa 
menemukan aset yang secara fisik dikuasai pihak lain, batas wilayah yang tumpang 
tindih, atau dokumen perolehan masa lalu yang hilang. Pemetaan masalah lebih awal ini 
memungkinkan pemerintah untuk segera mengambil langkah perbaikan seperti 
mempercepat proses pembuatan sertifikat atau melakukan penertiban fisik secara 
persuasif. Langkah ini diambil jauh sebelum masalah tersebut membesar menjadi 
sengketa hukum di pengadilan.   

Kedua, penekanan mutlak pada elemen "Show" (pembuktian) memberikan kepastian 
dan perlindungan hukum yang sangat kuat. Dalam sengketa kepemilikan, terutama 
tanah, argumen pencatatan administratif sering kali gugur jika tidak didukung oleh 
dokumen legal yang sah. Dengan mewajibkan pengumpulan bukti nyata sejak tahap 
audit, pemerintah secara otomatis membangun benteng perlindungan yuridis. Jika 
sewaktu-waktu terjadi gugatan, klaim sepihak, atau sengketa dari masyarakat dan pihak 
swasta, instansi pemerintah sudah memiliki kelengkapan bukti yang siap untuk 
membela hak keperdataan negara.   

Akhirnya, pendekatan 5W + 1H + 1S berhasil mengubah audit hukum dari sekadar 
kewajiban pemeriksaan administratif biasa menjadi instrumen pengamanan aset yang 
sangat strategis. Ketika legalitas aset terjamin dan risiko sengketa dapat ditekan 
seminimal mungkin, pemerintah akan terhindar dari kerugian finansial akibat kehilangan 
aset negara. Hal ini menciptakan pengelolaan kekayaan negara yang efektif, di mana 
aset-aset publik benar-benar dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal untuk 
mendukung pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya gangguan hukum. 

D. Kesimpulan 

Sengketa hukum tentang Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), terutama sengketa 
tanah, masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya 
dokumen pembuktian dan ketidakpastian status kepemilikan. Meskipun pemerintah 
telah memiliki peraturan seperti UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997, celah sengketa terus muncul. Pelaksanaan pengamanan aset dan 
audit hukum konvensional sering berhenti pada pemeriksaan administratif yang tidak 
mendalam. 

Dalam menghadapi kompleksitas ini, penerapan prinsip 5W + 1H + 1S (What, Where, Why, 
When, Who, How, dan Show) telah terbukti menjadi kerangka kerja yang sangat penting 
dan efektif untuk pelaksanaan audit hukum aset. Pendekatan ini tidak hanya memerlukan 
identifikasi masalah secara terperinci melalui elemen 5W + 1H, tetapi juga membutuhkan 
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elemen Show, yang mengharuskan penyajian bukti dokumen konkret dan tervalidasi di 
lapangan.  

Pengumpulan bukti nyata sejak tahap awal audit ini berfungsi sebagai langkah mitigasi 
dan memberikan perlindungan hukum yang kuat. Dengan demikian, penerapan prinsip 
5W + 1H + 1S berhasil mengubah cara pandang audit hukum dari sekadar rutinitas 
administratif menjadi alat strategis untuk menutup celah penyerobotan lahan. Ini juga 
membantu mencegah kerugian finansial negara dan memastikan kepastian hukum. Pada 
akhirnya, pengelolaan aset publik menjadi jauh lebih efektif, sehingga aset dapat 
dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. 
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Pengamanan Legal Aset Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 guna Mencegah 
Klaim Sepihak dan Sengketa Kepemilikan 

A. Pendahuluan 

Tanah adalah aset ekonomi yang sangat penting. Ia juga menjadi pusat identitas sosial 
dan kekuatan politik dalam masyarakat. Mengingat nilai dan posisinya yang strategis, baik 
untuk individu, bisnis, maupun lembaga pemerintah, tanah perlu dilindungi dengan 
hukum yang kuat dan kepastian hak kepemilikan. Perlindungan hukum atas aset tanah 
sangat penting untuk memastikan aset tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa 
ancaman atau pengambilalihan paksa dari pihak tak bertanggung jawab. 

Dalam upayanya memberikan kepastian hukum, pemerintah Indonesia telah 
menetapkan dasar regulasi penting mengenai pertanahan. Kerangka hukum ini dibangun 
sejak lama melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang 
menjadi landasan hukum pertanahan nasional. Ini diperkuat dengan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pendaftaran tanah. Regulasi 
tersebut dirancang untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pemilik sah 
atas tanah, dan merapikan administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. 

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Perselisihan tanah di 
Indonesia masih menjadi masalah yang terus-menerus, rumit, dan berkepanjangan. 
Konflik, tumpang tindih kepemilikan, dan penyerobotan lahan secara sepihak terus 
terjadi, baik di masyarakat maupun dalam aset pemerintah. Seakan-akan, sistem hukum 
pertanahan yang ada tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang 
menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang perlu diteliti lebih jauh: 
Mengapa sengketa tanah sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi seperti 
UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997? Fenomena konflik yang terus 
berulang dalam keberadaan payung hukum ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik 
yang mendalam, mulai dari masalah publikasi pendaftaran tanah, tumpang tindih aturan, 
hingga dinamika sosial-politik dan pluralisme hukum yang menghambat perlindungan 
hukum atas aset tanah di Indonesia. 

B. Fokus Makalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di bagian pendahuluan, ada kesenjangan antara 
harapan akan kepastian hukum yang ditawarkan oleh negara dan kenyataan konflik 
pertanahan yang terus muncul di lapangan. Makalah ini khusus membahas akar 
penyebab kesenjangan tersebut dan mengkaji efektivitas kerangka hukum yang ada 
untuk melindungi aset. 
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Rumusan masalah dan fokus utama yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: 
Mengapa sengketa tanah sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi 
seperti UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, makalah ini akan menguraikan dan menganalisis 
berbagai faktor pemicu sengketa dengan mendalam. Pembahasan akan difokuskan 
pada kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan, terutama penggunaan sistem 
publikasi negatif yang masih menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini sering 
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Selain itu, makalah ini juga akan membahas masalah tumpang tindih regulasi antar 
lembaga, persoalan pluralisme hukum, yaitu benturan antara hukum adat dan hukum 
negara, serta dinamika sosial-politik yang memperburuk konflik di lapangan. Dengan 
mengidentifikasi masalah-masalah sistemik tersebut, makalah ini bertujuan untuk 
merumuskan langkah-langkah legal untuk melindungi aset tanah yang lebih kuat 
berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 guna mencegah klaim sepihak di masa mendatang. 

C. Pembahasan  

Pengamanan aset tanah, baik milik individu, swasta, maupun instansi pemerintah, tidak 
bisa dipisahkan dari upaya memahami akar konflik pertanahan di lapangan. Meskipun 
UUPA Nomor 5 Tahun 1960 telah meletakkan landasan hukum agraria nasional dan PP 
Nomor 24 Tahun 1997 telah mengatur tata cara pendaftaran tanah dengan rinci, 
sengketa tanah tetap menjadi masalah yang meluas. Untuk menjelaskan isu ini, 
pembahasan ini akan menguraikan berbagai faktor sistemik yang memicu sengketa, 
sebelum merumuskan strategi pengamanan legal aset yang lengkap. 

C.1 Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dan Celah Ketidakpastian Hukum   

Faktor pemicu sengketa tanah yang paling mendasar di Indonesia berasal dari sistem 
pendaftaran tanah itu sendiri. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, sistem 
pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif, yang 
mengandung unsur positif. Sistem publikasi negatif berarti bahwa pendaftaran tanah 
dan penerbitan sertifikat tidak menjamin kebenaran mutlak atas data fisik maupun data 
yuridis yang tercantum di dalamnya. Dalam sistem ini, negara tidak memberikan 
jaminan absolut bahwa nama yang tertera dalam sertifikat adalah pemilik sah yang tidak 
bisa diganggu gugat. 
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Kelemahan struktural ini memiliki dampak besar di lapangan. Sebuah tanah yang sudah 
bersertifikat sah sekalipun masih dapat digugat dan diklaim oleh pihak lain di pengadilan 
jika pihak tersebut merasa memiliki bukti hak lama, seperti girik, petok, atau surat adat 
lainnya yang dianggap lebih kuat. Ketiadaan jaminan perlindungan mutlak inilah yang 
menciptakan celah ketidakpastian hukum yang sangat rentan dieksploitasi oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dalam praktiknya, celah sistem publikasi negatif ini sering dimanfaatkan oleh mafia 
tanah untuk menciptakan sengketa. Melalui berbagai cara, seperti pemalsuan dokumen 
hak lama, kolusi, transaksi fiktif, hingga rekayasa hukum, oknum-oknum ini dapat 
dengan mudah membuat sertifikat ganda atau sertifikat tumpang tindih di atas lahan 
yang sebenarnya sudah dikuasai sah oleh pihak lain, termasuk di atas aset milik 
pemerintah. Selama sistem tidak menjamin kekebalan hukum secara mutlak bagi 
pemegang sertifikat, sengketa kepemilikan dan klaim sepihak akan terus terjadi. 

C.2 Tumpang Tindih Regulasi dan Fragmentasi Kelembagaan   

Selain masalah dalam sistem publikasi, penyebab sengketa yang signifikan adalah 
tumpang tindih regulasi dan terpecahnya kewenangan antar lembaga negara. Hukum 
pertanahan di Indonesia berasal dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-
undang formal, hukum adat, dan sisa-sisa aturan kolonial yang sering bertentangan.  

Kebingungan regulasi ini diperburuk oleh fragmentasi kelembagaan. Kewenangan 
pengelolaan lahan tidak berada di bawah satu atap. Berbagai instansi pemerintah, 
seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga di sektor kehutanan, memiliki 
yurisdiksi dan peta wilayah yang kadang-kadang saling bertentangan. Tumpang tindih 
kewenangan antar lembaga ini membuat proses administrasi pertanahan rentan 
terhadap masalah, sehingga memungkinkan terbitnya izin atau sertifikat ganda untuk 
satu bidang tanah yang sama. Akibatnya, saat terjadi konflik, penyelesaiannya menjadi 
rumit karena setiap pihak merasa benar dan mengacu pada aturan dari instansi yang 
berbeda.   

C.3 Pluralisme Hukum: Benturan Hukum Adat dan Hukum Negara   

Indonesia menghadapi tantangan unik berupa pluralisme hukum, di mana hukum negara 
dan hukum adat hidup berdampingan dalam masyarakat, namun sering kali saling 
bertentangan. Menurut aturan negara, kepemilikan tanah yang sah dan kuat harus 
dibuktikan dengan dokumen formal berupa sertifikat. Namun, banyak masyarakat yang 
masih memegang hak ulayat atau kepemilikan komunal berdasarkan hukum adat yang 
tidak didokumentasikan secara resmi.   
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Ketegangan antara hukum adat dan hukum negara ini menjadi sumber konflik yang 
tersembunyi, terutama ketika tanah ulayat atau lahan masyarakat secara sepihak 
didaftarkan oleh individu, perusahaan, atau instansi pemerintah menjadi hak milik 
bersertifikat. Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, benturan antara dua 
sistem hukum ini juga sering menciptakan ketidakpastian. Pengadilan formal sering 
kesulitan menyelaraskan klaim hukum adat dengan hukum pembuktian tertulis, yang 
pada praktiknya sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat dan membuat sengketa 
tidak pernah benar-benar selesai.   

C.4 Dinamika Sosial-Politik dan Ketimpangan Ekonomi   

Lebih jauh lagi, banyaknya konflik pertanahan tidak terlepas dari kuatnya campur tangan 
kepentingan politik dan ekonomi. Tanah, sebagai aset ekonomi yang berharga, selalu 
menjadi arena perebutan kekuasaan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan 
penataan ruang dan perlindungan aset sering diganggu oleh intervensi politik yang lebih 
mengutamakan kepentingan modal dan proyek pembangunan komersial dibandingkan 
distribusi akses lahan yang adil bagi masyarakat.   

Kondisi ini memunculkan ketimpangan ekonomi yang tajam, terutama di daerah yang 
dekat dengan perkebunan besar atau aset lahan pemerintah. Karena terpukul oleh 
kebutuhan ekonomi dan kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, masyarakat 
lokal sering nekat menduduki tanah milik negara atau perusahaan. Dinamika 
perlindungan hak dan kecemburuan ekonomi inilah yang menjadikan sengketa tanah 
bukan hanya masalah hukum administrasi, melainkan juga konflik sosial yang sangat 
mengakar. 

C.5 Strategi Pengamanan Legal Aset Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997   

Melihat kompleksitas celah hukum, benturan budaya, dan dinamika politik yang ada, 
upaya pengamanan aset tanah tidak bisa dilakukan secara pasif. Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dibuat untuk memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sah. Agar instrumen 
regulasi ini bisa efektif menutup celah sistem publikasi negatif dan mencegah klaim 
sepihak dari mafia tanah atau pihak luar, diperlukan strategi pengamanan aset yang 
terintegrasi dan berlapis. Strategi ini mencakup pengamanan yuridis, fisik, dan 
administrasi.   

Pertama, Pengamanan Yuridis melalui Percepatan Sertifikasi. Langkah hukum yang 
harus dilakukan oleh pemilik aset, terutama instansi pemerintah, adalah mendaftarkan 
tanahnya untuk mendapatkan sertifikat, seperti Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau Hak 
Milik. Meskipun sistem hukum kita tidak memberikan kekebalan absolut, sertifikat tetap 
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menjadi alat bukti formal yang paling kuat di mata pengadilan dibandingkan dengan surat 
penguasaan fisik atau bukti pajak masa lalu. Percepatan sertifikasi akan mempersempit 
ruang gerak oknum mafia tanah yang sering memalsukan dokumen lama untuk merebut 
lahan.   

Kedua, Pengamanan Fisik dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan. Sertifikat di atas kertas 
akan kehilangan nilainya jika tanah dibiarkan kosong dan terlantar. Sengketa lahan sering 
kali muncul dari pengabaian aset fisik. Oleh karena itu, pengamanan legal harus disertai 
dengan pengamanan fisik, seperti pemasangan patok batas tanah yang diakui oleh 
Badan Pertanahan Nasional, pembuatan pagar, dan pemasangan papan nama 
kepemilikan yang jelas. Selain itu, aset tanah harus dioptimalkan penggunaannya, baik 
untuk pelayanan publik maupun disewakan secara resmi kepada pihak ketiga. Tanah 
yang dikelola secara aktif dan produktif akan sulit diduduki atau diklaim secara sepihak 
oleh masyarakat atau perusahaan.   

Ketiga, Pengamanan Administrasi dan Audit Hukum Berkelanjutan. Sering kali 
pemerintah atau perusahaan kalah di pengadilan karena hilangnya dokumen riwayat 
perolehan tanah akibat sistem pengarsipan yang buruk. Pengamanan administrasi yang 
baik, termasuk digitalisasi dokumen kepemilikan dan pencatatan aset ke dalam sistem 
basis data terpusat, menjadi sangat penting. Selain itu, pemerintah perlu melakukan 
audit hukum secara berkala untuk mengevaluasi status lahan, mendeteksi lebih awal 
jika ada indikasi tumpang tindih sertifikat, dan segera menyelesaikan konflik hukum 
secara persuasif sebelum berkembang menjadi gugatan resmi di pengadilan.   

Melalui kombinasi pendaftaran tanah yang tertib sesuai PP No. 24 Tahun 1997, 
penjagaan fisik yang ketat, dan pengarsipan administrasi yang modern, celah 
ketidakpastian hukum bisa ditutup dengan baik. Strategi ini akan membentuk benteng 
pertahanan yang kuat sehingga aset tanah dapat terlindungi dari berbagai ancaman 
sengketa di masa depan. 

D. Kesimpulan 

Sengketa tanah yang terus terjadi di Indonesia, meskipun didukung oleh kerangka hukum 
UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, pada 
dasarnya berasal dari kelemahan sistemik yang saling terkait. Akar permasalahan 
terletak pada penerapan sistem publikasi negatif (bertendensi positif) dalam 
pendaftaran tanah, yang tidak memberikan jaminan perlindungan mutlak bagi 
pemegang sertifikat. Celah ketidakpastian hukum ini sangat rentan dimanfaatkan oleh 
mafia tanah.  
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Kondisi ini semakin buruk karena tumpang tindih kewenangan antar lembaga 
pemerintah, benturan antara hukum adat (hak ulayat) dan hukum negara yang menuntut 
bukti tertulis, serta kuatnya intervensi politik dan ketimpangan ekonomi di lapangan.  

Dengan demikian maka penyelesaian sengketa tanah tidak cukup hanya mengandalkan 
regulasi yang ada di atas kertas. Untuk mencegah klaim sepihak dan sengketa 
kepemilikan di masa depan, dibutuhkan strategi pengamanan aset yang terencana, 
proaktif, dan terintegrasi. Penerapan PP Nomor 24 Tahun 1997 harus diwujudkan secara 
nyata melalui tiga pilar pengamanan utama: (1) pengamanan yuridis dengan 
mempercepat proses sertifikasi, (2) pengamanan fisik dengan menjaga batas wilayah 
dan memanfaatkan lahan secara produktif, serta (3) pengamanan administrasi melalui 
digitalisasi dokumen riwayat perolehan tanah (warkah) dan pelaksanaan audit hukum 
secara berkelanjutan. Dengan sinergi ketiga langkah tersebut, aset tanah baik milik 
individu, swasta, maupun pemerintah dapat terlindungi secara maksimal dari ancaman 
penyerobotan dan sengketa hukum. 
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Tantangan dan Strategi Preservasi Legalitas Aset dalam Kerangka Pengelolaan Aset 
Publik 

A. Pendahuluan 

Pengelolaan aset publik di Indonesia, yang dikenal sebagai Barang Milik Negara (BMN) 
dan Barang Milik Daerah (BMD), sangat penting untuk mendukung tugas dan fungsi 
pemerintah. BMN merupakan komponen terbesar dalam neraca laporan keuangan 
pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus optimal dan akuntabel untuk 
meningkatkan kemakmuran rakyat. Manajemen aset sektor publik bukan hanya urusan 
pencatatan administratif biasa. Ini adalah proses terstruktur yang memastikan kekayaan 
negara memberikan nilai terbaik dalam mendukung kebutuhan strategis pemerintah. 

Namun, seiring meningkatnya nilai dan jumlah aset negara, tantangan yang dihadapi 
pemerintah semakin besar dan kompleks. Salah satu tantangan paling mendesak adalah 
menyelesaikan masalah hukum untuk memastikan status aset publik benar-benar bebas 
dari sengketa. Aspek legalitas atau kepemilikan aset sangat penting. Jika tidak ada bukti 
penguasaan yang sah, seperti sertifikat, aset pemerintah rentan terhadap penurunan 
nilai, penyerobotan, pemindahtanganan secara ilegal, dan bisa memicu konflik atau 
gugatan dari pihak ketiga. 

Kerentanan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa hanya fokus pada pendataan 
dan penggunaan fisik aset. Mereka harus memberi perhatian pada upaya perlindungan 
dan pemeliharaan legalitas aset. Preservasi legalitas aset publik adalah bagian penting 
dari manajemen risiko. Ini memastikan pelayanan umum kepada masyarakat berjalan 
lancar tanpa hambatan dan menjaga stabilitas keuangan negara dari potensi kerugian. 

Sayangnya, upaya pengamanan legal ini di lapangan sering terhambat oleh berbagai 
masalah, mulai dari sistem pengarsipan dokumen yang buruk, tumpang tindih regulasi, 
sengketa dengan masyarakat, hingga pelaksanaan inventarisasi dan audit hukum yang 
belum optimal. 

Dari dinamika permasalahan di atas, jelas bahwa mempertahankan status hukum 
kekayaan negara di tengah pesatnya pembangunan bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini 
menimbulkan pertanyaan yang perlu dikaji lebih jauh: Dalam pengelolaan aset publik, 
apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah untuk menjaga legalitas asetnya, dan 
strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Fenomena 
sengketa dan kerentanan status hukum aset ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat 
membutuhkan pemetaan tantangan yang menyeluruh dan strategi penertiban hukum 
yang berlapis untuk menyelamatkan aset-aset negara. 
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B. Fokus Makalah 

Berdasarkan penjelasan masalah di bagian pendahuluan, jelas bahwa tata kelola Barang 
Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) tidak bisa hanya mengandalkan pencatatan fisik dan 
administratif. Ada kebutuhan untuk fokus pada perlindungan dan pelestarian 
legalitasnya. Oleh karena itu, makalah ini secara khusus ditujukan untuk memetakan 
berbagai kendala sistemik yang membuat status hukum aset pemerintah rentan. Selain 
itu, makalah ini juga akan membahas langkah-langkah solutif untuk melindunginya. 

Secara khusus, rumusan masalah dan fokus utama yang akan dibahas dalam makalah 
ini adalah: Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga legalitas aset 
publik? Apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, makalah ini akan menguraikan berbagai 
tantangan utama di lapangan. Pembahasan akan menyoroti masalah lemahnya 
dokumen pembuktian hukum, ketiadaan kerangka kelembagaan, tumpang tindih 
regulasi, buruknya sistem manajemen informasi dan pengarsipan data, serta dinamika 
sosial yang sering berujung pada sengketa dengan masyarakat. 

Setelah memetakan tantangan-tantangan tersebut, makalah ini akan merumuskan 
strategi pelestarian legalitas yang terintegrasi sebagai solusi utamanya. Strategi yang 
dibahas akan mencakup pentingnya pelaksanaan inventarisasi fisik dan yuridis secara 
tertib, peningkatan audit hukum untuk mendeteksi masalah kepemilikan lebih awal, 
perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi informasi, seperti 
aplikasi SIMAN, untuk membangun sistem perlindungan hukum yang kuat dan 
berkelanjutan demi menyelamatkan kekayaan negara. 

C. Pembahasan  

Menjaga legalitas aset publik, baik Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik 
Daerah (BMD), merupakan dasar penting untuk melindungi kekayaan negara. Namun, 
praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai 
kendala struktural, hukum, dan operasional yang membuat status aset-aset ini rentan. 
Untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan, bagian ini akan terlebih dahulu 
membahas berbagai tantangan utama yang dihadapi pemerintah secara sistemik. 
Setelah itu, akan dirumuskan strategi pelestarian legalitas yang bisa diterapkan sebagai 
solusi menyeluruh. 

C.1 Lemahnya Dokumen Pembuktian Hukum atas Aset Publik   

Tantangan paling mendasar dan sering menjadi akar masalah sengketa aset pemerintah 
adalah lemahnya dokumen pembuktian hukum atau legalitas kepemilikan. Berdasarkan 
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hasil pemeriksaan institusi audit negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
masalah klasik yang terus berulang di berbagai instansi adalah banyaknya aset tetap 
pemerintah yang belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, seperti ketiadaan 
sertifikat.  

Lemahnya status hak penguasaan ini sangat berbahaya secara hukum karena 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika suatu aset publik tidak memiliki alas hak 
formal yang kuat dan diakui negara, pemerintah berada dalam posisi yang lemah saat 
harus mempertahankan aset tersebut. Kondisi ini membuat aset negara rawan diserobot 
atau dikuasai secara sepihak oleh pihak lain. Aset juga bisa kalah saat menghadapi 
gugatan sengketa kepemilikan dari pihak ketiga di pengadilan. Tanpa dokumen hukum 
yang cukup, perlindungan terhadap nilai dan fungsi pelayanan dari aset tersebut tidak 
akan pernah bisa dijamin. Dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari selaku Sekretaris 
Dinas, acapkali situasi seperti ini menjadi dilema tersendiri dalam pengakuan aset 
tersebut, beberapa aset Pemerintah yang semestinya dikuasai oleh Perangakat Daerah 
secara perlahan memiliki luasan yang semakin mengecil karena diserobot oleh warga, 
bahkan dalam situasi tertentu warga tersebut memiliki kenekatan yang diluar nalar untuk 
mengaku bahwa dia memiliki hak atas tanah tersebut. 

C.2 Ketiadaan Kerangka Kelembagaan dan Tumpang Tindih Regulasi   

Tantangan berikutnya yang tidak kalah rumit berasal dari aspek kelembagaan dan 
kompleksitas regulasi. Seringkali, aturan tentang pengelolaan aset terdapat dalam 
berbagai peraturan yang saling tumpang tindih. Tantangan utama yang dihadapi 
pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan aset yang baik adalah kurangnya 
kerangka institusional dan legal yang terpadu untuk mendukung penerapan pengelolaan 
aset secara menyeluruh, serta banyaknya yurisdiksi yang terlibat dalam proses tersebut.   

Akibatnya, kewenangan untuk menyelesaikan status hukum suatu aset menjadi tidak 
jelas, dan proses birokrasinya sangat lambat. Ketika terjadi sengketa lahan, misalnya, 
instansi pemerintah sering terhambat oleh benturan aturan antar lembaga. Hal ini justru 
melemahkan posisi negara dan menunda langkah-langkah penyelamatan aset yang 
seharusnya dapat dilakukan dengan cepat.   

C.3 Buruknya Sistem Manajemen Informasi dan Pengarsipan Data   

Selain kendala regulasi, masalah lama yang sering menyebabkan hilangnya aset 
pemerintah adalah buruknya manajemen kearsipan dan sistem informasi pengelolaan 
aset. Praktik di lapangan sering menunjukkan kelemahan fatal dalam pendataan, seperti 
aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan lengkap, peralatan yang 
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keberadaannya tidak dapat ditunjukkan secara fisik, hingga catatan perbaikan untuk 
aset yang fisiknya sudah dibongkar atau hilang.   

Kelemahan dalam sistem pengarsipan dokumen perolehan ini dapat berdampak sangat 
serius. Ketika menghadapi gugatan dari pihak ketiga di pengadilan, pemerintah sering 
gagal membuktikan legalitas kepemilikannya karena dokumen asli hilang atau tidak 
tercatat dengan baik dalam sistem informasi. Ketiadaan data yang valid dan terbaru 
membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim aset 
negara.   

C.4 Dinamika Sosial dan Sengketa dengan Masyarakat   

Terkait fenomena dilematis yang sering terjadi di lapangan, dinamika sosial dan ekonomi 
masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam menjaga legalitas aset publik. Tanah 
sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi sering memicu konflik, terutama ketika aset 
pemerintah berupa lahan kosong dekat dengan permukiman warga. Tensi antara hukum 
negara (sertifikat) dan klaim penguasaan historis atau komunal dari masyarakat lokal 
sering berujung pada benturan yang rumit.   

Tekanan sosial ini membuat instansi pemerintah sering berada dalam posisi yang sulit. 
Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menjaga dan menertibkan fisik demi melindungi 
hukum dan kekayaan negara. Di sisi lain, tindakan penertiban sering berisiko memicu 
konflik sosial, demonstrasi, atau perlawanan fisik dari warga yang berusaha 
mempertahankan lahan yang mereka garap. Ketakutan akan timbulnya gejolak sosial ini 
sering membuat proses pengambilalihan dan sertifikasi aset pemerintah terhambat 
selama bertahun-tahun.   

C.5 Strategi Pelestarian dan Pengamanan Legalitas Aset Publik   

Menghadapi berbagai tantangan mulai dari kelemahan dokumen, ego sektoral antara 
lembaga, dan potensi konflik sosial dengan masyarakat, pemerintah tidak bisa lagi 
menggunakan cara konvensional untuk menjaga kekayaan negara. Diperlukan strategi 
pelestarian legalitas aset yang menyeluruh, fleksibel, dan proaktif. Berdasarkan praktik 
tata kelola yang baik, berikut adalah beberapa strategi utama yang bisa diterapkan untuk 
mengatasi tantangan tersebut:   

Pertama, Penguatan Inventarisasi dan Pelaksanaan Audit Hukum Terpadu. Langkah 
pertahanan pertama adalah mengubah cara pandang dalam melakukan inventarisasi. 
Inventarisasi aset tidak boleh hanya sekadar pengecekan fisik berupa jumlah dan bentuk 
barang, tetapi juga harus mencakup inventarisasi dokumen kepemilikan dengan ketat. 
Proses ini harus diikuti oleh pelaksanaan audit hukum secara rutin. Audit hukum 
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berfungsi untuk mendiagnosis status penguasaan aset yang lemah, memetakan potensi 
masalah hukum secepat mungkin, dan merumuskan strategi penyelesaian sebelum 
sebuah aset dipermasalahkan oleh pihak ketiga. Dengan audit yang baik, pemerintah 
tidak akan lagi "kecolongan" saat mempertahankan asetnya di mata hukum.   

Kedua, Digitalisasi dan Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset. Untuk 
menghadapi tantangan sistem kearsipan manual yang buruk dan hilangnya dokumen 
historis, pemerintah perlu mempercepat transformasi digital. Pemanfaatan teknologi 
informasi, seperti optimisasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara versi 2, 
menjadi sangat penting. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAN V2) 
memungkinkan pusat data aset terintegrasi langsung dengan Sistem Aplikasi Keuangan 
Tingkat Instansi (SAKTI) untuk instansi APBN, sedangkan pemanfaatan dan perluasan 
fungsi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk tingkat Perangkat Daerah 
APBD juga memiliki urgensi yang sama pentingnya. Dengan digitalisasi, seluruh 
dokumen kepemilikan dapat diarsipkan dengan aman, pemantauan status aset dapat 
dilakukan secara real-time, dan risiko hilangnya dokumen fisik yang sering menyebabkan 
kekalahan di pengadilan bisa dihilangkan sepenuhnya.   

Ketiga, Harmonisasi Regulasi dan Sinergi Kelembagaan. Untuk mengatasi kebuntuan 
akibat tumpang tindih aturan dan fragmentasi yurisdiksi, pemerintah pusat dan daerah 
perlu membangun kerangka kerja institusi yang terpadu. Harus ada sinergi antar sektor 
yang kuat, terutama kolaborasi erat antara instansi pengguna barang, pengelola barang, 
dan Badan Pertanahan Nasional. Harmonisasi dan komunikasi antar lembaga ini akan 
mempercepat proses penetapan status hukum dan sertifikasi lahan sehingga bisa 
dilakukan lebih cepat dan efisien.   

Keempat, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pendekatan Persuasif Berbasis Sosial. 
Strategi pengamanan legalitas tidak akan berhasil tanpa adanya Sumber Daya Manusia 
yang kompeten. Pemerintah perlu terus meningkatkan kompetensi pengurus barang dan 
pejabat pengelola aset agar memiliki pemahaman yang dalam tentang hukum dan 
penyelesaian sengketa. Di sisi lain, untuk menghadapi penolakan dari warga yang 
menduduki lahan, pemerintah perlu menghindari cara-cara represif. Penyelesaian 
sengketa harus lebih mengedepankan mediasi dan komunikasi persuasif kepada 
masyarakat. Melalui negosiasi yang transparan dan pemahaman terhadap dinamika 
sosial lokal, penertiban legalitas aset dapat dilakukan secara efektif tanpa memicu 
konflik sosial yang merugikan. 
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D. Kesimpulan 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) saat ini tidak dapat hanya fokus 
pada pengadaan dan pencatatan fisik. Ini juga sangat bergantung pada perlindungan dan 
pelestarian legalitasnya. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah 
menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan ini mencakup lemahnya dokumen 
pembuktian hukum, seperti ketiadaan sertifikat, tumpang tindih regulasi, dan ego 
sektoral antar instansi. Sistem manajemen arsip dan informasi yang buruk, serta 
dinamika konflik sosial dengan masyarakat yang menduduki aset negara, juga 
berkontribusi. Kondisi ini membuat aset pemerintah sangat rentan terhadap 
penyerobotan, klaim sepihak, dan kekalahan dalam sengketa hukum di pengadilan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah membutuhkan strategi pelestarian legalitas 
aset yang menyeluruh, fleksibel, dan proaktif. Strategi ini harus diwujudkan melalui 
empat pilar utama. Pertama, penguatan inventarisasi yuridis disertai pelaksanaan audit 
hukum secara berkala untuk memetakan kelemahan status aset sejak dini. Kedua, 
akselerasi transformasi digital dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen 
Barang Milik Negara (SIMAN V2) atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang 
terintegrasi untuk menjaga keamanan dokumen historis secara real-time. Ketiga, 
harmonisasi kerangka kerja antar sektor, khususnya antara pengguna barang, pengelola 
barang, dan instansi pertanahan. Terakhir, peningkatan kapasitas hukum Sumber Daya 
Manusia (SDM) pengelola aset dengan pendekatan komunikasi persuasif kepada 
masyarakat untuk menghindari konflik horizontal. Dengan melaksanakan seluruh 
strategi ini, pemerintah tidak hanya bisa mencegah hilangnya aset akibat sengketa, 
tetapi juga memastikan kekayaan negara terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara 
optimal demi kemakmuran rakyat. 
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